
SALINAN

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang: a. bahwa untuk mempedomani Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
bahwa Rencana KeIja Pemerintah Daerah (RKPD)merupakan

.' penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana KeIjaPemerintah dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pernerintah Pusat;

b. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan dan Program Prioritas
Pembangunan Tahun 2025, agar dokumen perencanaan daerah
periode 1 (satu) tahun dapat berjalan berkesinambungan searah
dengan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu
mengatur dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2025;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

1. Pasal 18 ayat (6)Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Un dang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

....,
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8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4663);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4664);

11.Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4817);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah :diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6042);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 6633);

19.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas KineIja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor80);

.20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor4), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor259);

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Namor 136);
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"22. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi eli Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-

Surabaya-SidoaIjo-Lamongan, Kawasan Bromo- Tengger-Semeru,

Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaterr/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal

Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

.27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Repuhlik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal

Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

677);

32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 13 Tahun 2023 ten tang Standar Teknis Standar Pelayanan

Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1006);

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024

tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inven tarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2023-2043;
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38. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2025-2026;

..39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19

Seri E);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1Tahun 2015 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035

(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Jember Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Jember Nomor 4);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor

1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten

Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Jember Nomor I};

43. Peraturan Daerah Kabupaten Jemher Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Jember Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Jember Nornor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATENJEMBER TAHUN 2025.
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember
yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jember.

6. Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkat KUAadalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap
program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

8. Rencana Tahunan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)adalah dokumen
Perencanaan Kabupaten Jember Tahun 2025.

9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Jember selaku
pengguna anggaranj'barang,

Pasa12
RKPD Kabupaten Jember Tahun 2025 merupakan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir
tanggal31 Desember 2025.
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BABII

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA

Pasa13

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 serta Visi dan Misi

Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih, berisi program prioritas

yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan

dukungan pembiayaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa

Timur, Pemerintah Kabupaten Jember, maupun sumber

pendanaan lain yang sah.

(2) Susunan dan sistematika RKPD Tahun 2025 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN;

BAB II

BAB III

BABIV

BABV

BABVI

BAB VII

: GAMBARANUMUM KONDISI DAERAH;

: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH;

: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH;

: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH; dan

: PENUTUP.

(3) Uraian dan rincian RKPD Kabupaten Jember sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dati Peraturan Bupati

ini.

Pasa14

RKPD Kabupaten Jember Tahun 2025 merupakan pedoman :

a. bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja

PD) Tahun 2025;

b. untuk menyusun KUA/PPAS Tahun 2025; dan

c. untuk penyusunan Rencana KeIja dan Anggaran (RKA) dan

Rancangan APBD Kabupaten JemberTahun Anggaran 2025.
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PasalS

.Dalam rangka menyusun Rancangan APBDKabupaten Jember Tahun

Anggaran 2025 bahwa :

a. Pemerintab Daerah mempedomani RKPD Kabupaten Jember

Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan KUA/PPAS di DPRD; dan

b. PD mempedomani KUA/PPASdalam melakukan pembabasan RKA

PD dengan DPRD.

BABIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember

pada tanggal r:; ~ l~ 2024

BUPATI JEMBER,
ttd

Diundangkan di Jember
pada tanggal r;- ~ v \j

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENJEMBER,

2024 HENDYS

ttd

HADI SASMITO, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I

NIP. 19680407 199803 1 009

SaHnan Sesual Aslinya
KEPALA B GIAN HUKUM

BERlTADAERAHKABUPATENJEMBER TABUN2024 NOMOR 1.3



KERJA'PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
o I(obupoten Jember

Tohun 2025

BABVII

PENUTUP

Sesuai amanat undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPDKabupaten Jember Tahun 2025
merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Jember
Tahun 2025. Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahunan, RKPDjuga digunakan sebagal acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan Rancangan APBD yang
merupakan pijakan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. RKPD berperan daJam menjabarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat
prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerangka ekonomi makro yang
mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh, termasuk
arah kebijakan tiskal, serta program perangkat daerah dalam bentuk kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang berslfat Indikatif. Dokumen in)
berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten
Jember dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadl
acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekallgus untuk
mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pada proses penyusunan dokumen rencana pembangunan dilakukan
koordinasi antar lintas instansi pemerintah dengan seluruh pelaku
pembangunan, melalui Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, dan
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk
menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan
arah dan kebijakan pembangunan. Selain itu, Musrenbang berfungsl sebagai
forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama slnkronisasf rencana
kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda
nasional.

Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jember selain
ditentukan oleh kinerja aparatur pemerintahan juga sangat ditentukan oleh

RKPD Kabupaten Jember 2025 VII-l



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
Kobupoten Jember
Tohun2025

dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan

mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masya rakat

Kabupaten Jember sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen

RPJMDdapat terwujud secara optimal.

Sebagai upaya menjamin terlaksananya pembangunan yang tertuang

dalam RKPD Tahun 2025 dan terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan

seluruh plhak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan

sebagai berikut:

4. Pemerintah Daerah bersama seluruh Perangkat Daerah serta pelaku

pembangunan, berkewajiban untuk melaksanakan program-program

dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025,

secara sinergis dan terintegrasi baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang dltempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat dan dunia usaha;

5. RKPD Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;

6. Apabila dalam pembahasan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2025 terdapat

penyesuaian pendapatan, maka peruntukan belanjanya tetap difokuskan

untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan sebagalmana

yang tercantum dalam RKPDTahun 2025.

BUPATI JEMBER,

ttd
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER, HENDYS

ttd
Sallnan Sesua/ Asllnya
KEPALA GIAN HU'l{UM

HADI SASMITO, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I

NIP. 19680407 199803 1 009

RKPD KabiJpaten Jember 2025 VII-2


